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Hal

Tata Cara Konsultasi Pemerintahan Daerah
Urusan Persandian

Yth.

1.
2.

Para Sekretaris Daerah Provinsi
Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

di Tempat

1.

Tembusan :

1
2.
3

4,

Dasar

a. Undang — undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat
Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :

d. Peraturan Kepala Lemsaneg Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat
Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Persandian;

e. Peraturan Kepala Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 019.3/101/SJ tanggal 8 Januari 2018
tentang Tata Cara Konsultasi Pemerintahan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri.
Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 019.3/101/SJ tentang
Tata Cara Konsultasi Pemerintahan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri, mekanisme
untuk konsultasi urusan persandian ke Badan Siber dan Sandi Negara berlaku tata cara

yang sama dengan ke Kementerian Dalam Negeri.

Mekanisme pelaksanaan konsultasi pemerintahan daerah ke Badan Siber dan Sandi

Negara didahului dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi yang ditanda

tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi dengan menyampaikan substansi

permasalahan. Surat permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Siber dan

Sandi Negara. Pelaksanaan konsultasi akan difasilitasi oleh unit kerja terkait sesuai

dengan substansi yang akan dikonsultasikan.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Siber dan Sandi Negara

£ ama,

%

Distribusi B BSSN;

Dirjen Bina Bangda Kemdagri;
Inspektur Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi dan Kabupaten/Kota.



